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TENTANG
STANDAR PELAYANAN

FADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sudah tidak
relevan dan tidak lagi mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan = sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tfentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 5679};

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (fentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601});

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357};

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahui 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
i

ol

10.
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12.

13.

14,

1'5:

16.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat
Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan
Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,

Petugas Loket adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan
menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Operator atau Operator Komputer adalah Operator Komputer pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjanglkau dan
terukur.

Kartu Keluarga vang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas
keluarga vang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang dibuat untuk
keperluan penduduk pindah dari dalam kota ke luar daerah.

Kartu Keluarga Pindah Datang adalah kartu identitas keluarga yang
mengalami perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena
perpindahan dari luar daerah ke dalam kota.
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Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el
adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana.

Akta Kelahiran adalah kutipan pencatatan kelahiran yang dilaporkan
oleh penduduk.

Akta Kematian adalah kutipan pencatatan kematian yang wajib
dilaporkan oleh pihak keluarga atau kuasanya kepada Ketua RT/RW.
Akta Perceraian adalah kutipan pencatatan perceraian bagi penduduk
yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan
pengadilan.

Akta Perkawinan adalah kutipan pencatatan perkawinan bagi penduduk
yang bukan beragama Islam yang sah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Penerbitan Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan Akta
Pencatatan Sipil yang dilakukan karena adanya kesalahan redaksional
dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah
memenuhi syarat.

Legalisasi adalah tindakan pengesahan terhadap Surat Pernyataan atau
Keterangan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atas
sesuatu hal yang tercantum dalam Surat Pernyataan atau Keterangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai pedoman bagi
aparatur Dinas dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam proses
penyelenggaraan pelayanan Dokumen Kependudukan di Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk :

a.

b.
C.

memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat
untuk memperoleh pelayanan;

mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas; dan

mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti,
terjangkau dan tepat walktu.

BAB III
RUANG LINGEKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah pelayanan Dokumen Kependudukan pada Dinas, meliputi :

a.

pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK Baru, KK Perbaikan Data, KK
Hilang/Rusak];
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pelayanan penerbitan KK Kedatangan (Pindah Datang);

pelayanan Perekaman KTP-el dan Penerbitan KTP-el;

pelayanan Penerbitan KTP-el Pindah Datang, KTP-el Perubahan Data,
KTP-el perpanjangan Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap, KTP-el karena hilang atau rusak dan penerbitan KTP-el luar
domisili;

pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

pelayanan penerbitan surat keterangan pindah;

pelayanan penerbitan surat keterangan tinggal terbatas WNA (SKTT);
pelayanan penerbitan Akta Kelahiran bagi penduduk, WNI yang tinggal di
luar wilayah RI dan WNA (orang asing);

pelayanan penerbitan Akta Kematian;

pelayanan penerbitan Akta Perceraian;

pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;

pelayanan penerbitan Perubahan Akta Kelahiran;

pelayanan penerbitan Akta Pengakuan Anak;

pelayanan penerbitan Akta Pengangkatan Anak;

pelayanan penerbitan Akta Pengesahan Anak; dan

pelayanan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

Komponen Standar Pelayanan meliputi 2 (dua) bagian :
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses dalam
penyampaian pelayanan yaitu :
1) persyaratan pelayanan;
2} sistem, mekanisme dan prosedur;
3) jangka waktu pelayanan;
4}  biaya/tarif;
5) produk pelayanan; dan
6) penanganan pengaduan, saran dan masukan.
b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses
Pengelolaan Pelayanan, yaitu :
1} dasar hukum;
2) sarana, prasarana/fasilitas;
3] kompetensi pelaksana;
4] pengawasan internal;
5) jumlah pelaksana;
6) jaminan pelayanan;
7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8) evaluasi kinerja pelaksana.
Uraian Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB V
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 6

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, Dinas wajib menyusun dan

menetapkan Maklumat Pelayanan.

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Dinas untuk

melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] memuat :

a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan;

b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan
akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan

c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai standar.

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara

lias, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang

mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang

berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun

dengan menggunakan media lain.

Sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk Kotak Saran atau melalui media teknologi informasi.

Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu

menerima pelayanan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} disampaikan secara

tertulis memuat materi :

a. nama dan alamat lengkap pengadu,

b. uraian pelayanan yvang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan
uraian kerugian materiil dan immateriil yang diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan pengadu.

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

ditanggapi paling lambat 14 {empat belas) hari kerja sejak diterimanya

pengaduan yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak

lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Jenis-jenis pelayanan yang belum ditetapkan Standar Pelayanannya
dalam Peraturan Bupati ini, tetap diselenggarakan oleh Dinas dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(2) Standar Pelayanan untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas secara bertahap ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 1019
BUPATI TANAH i

. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada taatEgal 1 Agusius 2019

KABUF ZN TANAH LAUT,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : i1% TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Agustus 2019

1. Standar Pelayanan Penerbitan KK (KK Baru, KK Perbaikan Data, dan
KK Hilang atau Rusak ) bagi Penduduk WNI maupun Penduduk Orang
Asing.
A. Yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

T

KOMPONEN

URAIAN

i

Persya ratan Pelayanan

ge o

Mengisi formulir permohonan  sesuai
dengan KK yang diperlukan (formulir f-
1.15, f-1.186).

Kartu Keluarga asli yang lama;

Fe. buku nikah/ akia perkawinan/kutipan
akta perceraian;

Surat Keterangan /bukti perubahan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting dari rumah
sakit/Puskesmas/Kelurahan dan Desa;

Fe. akta kelahiran/ijazah terakhir;

KTP-el asli yang lama;

Surat Keterangan Pindah/surat keterangan

pindah datang bagi Penduduk yang pindah

dalam wilayah Negara RI/ WNI yang datang
dari luar wilayah Negara RI;

Surat keterangan pengganti tanda identitas |
bagi Penduduk rentan  Administrasi
Kependudukan;

Petikan Keputusan Presiden ttg
pewarganegaraan atau Petikan Keputusan
Menteri urusan Pemerintahan dibidang
Hukum tentang perubahan status |
pewarganegaraan;

Izin tinggal tetap bagi orang Asing;

Surat keterangan hilang Kartu Keluarga
dari Kepolisian atau KK yang rusak;

Sistem mekanisme dan
prosedur

. Petugas Front Office ( FO ) menerima,

meneliti dan mengumpulkan kelengkapan
berkas permohonan Kartu Keluarga dan
diserahkan ke Verifikator;

. Verifikator ( Kasi ) melakukakan verifikasi

dokumen , kemudian menyerahkan kepada |
Operator

Operator melakukan entry/ proses
pembuatan Kartu Keluarga;

. Operator menyerahkan dokumen Kkepada

Pejabat yang berwenang seccara system;
Pejabat vang berwenang (Kasi) mengajukan
persetujuan untuk Tanda Tangan
Elektronik kepada Kepala Dinas;

Kepala Dinas melakukan penandatanganan
Elektronik (TTE)

Petugas loket menyerahkan KK kepada
Pemohon.




3. | Jangka Waktu
Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
telnis

4. | Biaya/ Tarif

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

5. | Produk pelayanan

Penerbitan Kartu Keluarga (KK Baru, KK
Perbaikan Data dan KK karena hilang atau
rusak) bagi penduduk WNI maupun

| masukan

£

penduduk orang asing
6. | Penanganan 1. Secara elektronik melalui Website Dinas
pengaduan, saran dan www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA,

| 2. Secara lisan langsung disampaikan kepada

| 3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

atau secara tertulis dimasukkan dalam
kotak pengaduan; saran atau diserahkan |
langsung ke Petugas/ Pejabat yang
menangani pengaduan

pejabat yang membidangi atau disampaikan
melalui nomaor 082157212802/ WA
082157212802.

Kasi dan Kabid yang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO. KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar hukum

1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

2. Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012 |
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 |
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran |
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

2. | Sarana, prasarana/
| fasilitas

Fuang tunggu;

Bulku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;

™V;
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| 7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem

6. Antrian Elektronik;

Y. DBanner;

8. Jaringan Wifi;

9. Running text;

10. Pojok bermain;

11. Toilet Umum dan penvandang disabilitas;

12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

14. Hotspot Area;

15. Loket khusus disabilitas;

16. Kotak saran dan pengaduan; dan

17. Mushola.

1. Minimal DIII;

2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
sap4, sopan dan santun);

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan;,

4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara !
lisan maupun secara tertulis;

5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

©. Mampu mengoperasionalkan computer;

Imformasi Administrasi Kependudukan (
STAK ).

Pengawasan Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas

Jumlah pelaksana

2 (lima) orang

Jaminan pelayanan

| Jaminan keamanan

dan keselamatan
pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan.

1. Produk layanan dipastikan menggunakan
material vang aman sesual dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua |
penerbitan dokumen kependudukan 5

Evaluasi kinerja
pelaksana

| 2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat

1. Evaluasi dilakukan secara berlkala minimal
sefiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

2. Standar Pelayanan Penerbitan KK Kedatangan (pindah datang)
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO. ( KOMPONEN

URAIAN

1=

Persyaratan Pelayanan

a. Surat keterangan Pindah dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari
Daerah asal.

b. Menyerahkan KTP-el asli.

| c. Surat pernyataan Kepala Keluarga vyang |




ditumpangi untuk WNI vang
kedatangannya menumpang Kartu
Keluarga.

Menyerahkan Kartu Keluarga asli yang
ditumpangi.

Sistemn, mekanisme

| dan prosedur

CEK : ARSIP BY

ELEKTRONIK

6.

fi

. Petugas Front Office (FO) menerima,

meneliti dan mengumpulkan kelengkapan
berkas permohonan KK Kedatangan dan
diserahkan ke Verifikator;

Verifikator ( Kasi ) melakukakan verifikasi
dokumen, kemudian menyerahkan kepada
Operator

. Operator  melakukan  entry/ pmses%

pembuatan Kartu Keluarga Kedatangan dan
pengarsipan secara elektronik; '
Operator menyerahkan dokumen kepada
Pejabat yang berwenang secara by systemn;
Pejabat yang berwenang (Kasi) mengajukan
persetujuan untuk Tanda Tangan
Elektronik kepada Kepala Dinas;

Kepala Dinas melakukan penandatanganan
Elektronik (TTE)

Petugas loket menyerahkan KK kepada
Pemohon

Jangka Waktu

| Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
teknis

Biava

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

||

Produk pelayanan

Penerbitan KK Kedatangan (pindah datang).

6.

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

1.

. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh |

Secara elektronik melalui website Dinas
Dukpencapil, WA maupun secara tertulis |
melalui kotak pengaduan/ saran atau
diserahkan langsung ke Petugas/ Pejabat;.

Secara lisan langsung disampaikan kepada
pejabat yang membidangi atau
menghubungi Nomor telpon
082157212802;

Kabid dan Kasi yvang berwenang. |

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :
NO. KOMPONEN URAIJAN
1. | Dasar hukum 1. Undang- undaﬁg Nomor 24 Tahun 2013

| 3.

. Undang undang Nomor 25 tahun 2009

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan |
Publik { Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018




tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (| Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016 l
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Sarana, prasarana/

fasilitas

| Kﬂmpetél-l;?.-i. pelaksana

i Pengawasan Internal

16. Kotak saran dan pengaduan; dan
| 17. Mushola.
1. Minimal DIII;

53, Memiliki pengetahuan tentang perundang

Ruang tunggu;

Buku register;

Banner;

Antrian Elektronik;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;

TV, Kursi Tunggu;

Running text;

Pojok bermain;

10. Jaringan Wifi;

11. Toilet Umum dan penyvandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

14. Jalur RAM;

15. Loket khusus disabilitas;

e e AL e

2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);

undangan;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;
Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Mampu mengoperasionalkan computer;
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Imformasi Administrasi Kependudukan |
__SIAK). _ __
Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas

o G

Jumlah pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan vang tidak memuaskan.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Produk layanan dipastikan menggunakan |
material yang aman sesual dengan Standar |
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

2. Keselamatan dan kenyvamanan  dalam

pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua |




: pcnéi‘bitan dokumen kependudukan

8. | Evaluasi kinerja

' pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

3. Standar Pelayanan Perekaman KTP-el dan Penerbitan KTP-el
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

KOMPONEN

URAIAN

'Pe réj-g,_rﬁratan Pelayanan

Terdaftar dalam database;
Usia 17 tahun;
Fc. Kartu Keluarga.

Sistem, mekanisme
dan prosedur

~|p op

Petugas loket memeriksa data pemohon
yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
Petugas loket melakukan perekaman data
KTP-el dengan proses Poto, sidik jari, iris
mata,tanda tangan dan mengirim data
perekaman KTP-el melalui server kepusat
data Kemendagri; :
3. Petugas loket memberikan resi kepada |
pemohon KTP-el apabila KTP-el belum bisa |
dicetakkan sebagai bukti pengambilan
apabila KTP-el sudah selesai;

. Operator melaksanakan pencetakan KTP-el
dan  melakukan  pengarsipan  secara
elektronik, kemudian  diserahkan ke
Petugas Loket; -

5. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada |

Pemohon KTP —el. '

=

Jangka Waktu
Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
teknis

‘Biaya/ Tarif_

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk pelayanan

Perekaman KTP-el dan Penerbitan KTP -el

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

1. Secara elektronik melalui website dinas :
www. dukecapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalu
kotak pengaduan,/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

2. Secara lisan langsung disampaikan kepada

Pejabat yang membidangi atau disampaikan

melalui nomor 082157212802 JWA

082157212802.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

Kabid dan Kasi yang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

I.

| Dasar hukum

1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

2. Undang undang Nomor 25 tahun 2009




tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik { Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Sarana, prasarana/
fasilitas

M el Dbl e b b

Ruang tunggu;

Buku register;

Banner;

Antrian Elektronik;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;

TV, Kursi Tunggu;

Running text;

Pojok bermain;

10. Jaringan Wifi;

. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;

12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;
14. Jalur RAM;

I 15. Loket khusus disalnhitas;

16. Kotak saran dan pengaduan; dan
17. Mushola.

Kompetensi pelaksana

Pengawasan Internal

=] O N

. Minimal DIII;
. Berpenampilan menarik | senyum, salam,

sapa, sopan dan santun);

. Memiliki pengetahuan tentang perundang

undangan;

. Mampu berkomunikasi dengan baik secara

lisan maupun secara tertulis;

. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

. Mampu mengoperasionalkan computer; dan
.Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan |

(STAK)

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.

:C.FI.

Jumlah pelaksana

5 (lima) orang




Jaminan pelayanan

. Sepanjang segala pefsyaratan teknis dan

administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

. Produk layanan dipastikan menggunakani

material yvang aman sesuai dengan Standar |

dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017,

.Keselamatan dan kenyamanan dalam |

pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungl) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan

| Evaluasi kinerja

pelaksana

. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalu survey
kepuasan masyarakal (SKM]).

Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

4. Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el terdiri atas (KTP-el pindah
datang, KTP-el perubahan data, KTP-el perpanjangan bagi Penduduk
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, hilang atau rusak, dan
penerbitan KTP-el luar domisili).

A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

menerima KTP-el.

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan Pelayanan |a. KTP-el asli yang lama;
b. Fc Kartu Keluarga yang sudah berubah
_ clemen datanya;
| ¢. Surat keterangan pindah dari daerah asal;

d. Surat keterangan pindah dari perwakilan |
RI;

e. Dokumen perjalanan;

f. Kartu ijin tinggal tetap;

g. Surat keterangan pindah dari daerah asal/ |
surat keterangan pindah dari perwakilan
RI;

h. Surat keterangan hilang dari Kepolisian;

i. Tidak melakukan perubahan data

_ Penduduk bagi yang luar domisili. )
2. | Sistermn, mekanisme dan | 1. Petugas front office memeriksa data
prosedur pemohon vyang tercantum dalam Kartu
Keluarga kemudian menyerahkan Petugas
| verifikator;

2. Verifikator melakukan verifikasi terhadap
dokumen kemudian diserahkan pada
Operator;

3. Operator melakukan entry  dan
pengarsipan secara elektronik/ digital
kemudian dilakukan penerbitan KTP-el dan |
diserahkan kepada Petugas Loket;

' 4. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada
Pemohon;
5. Pemohon KTP-el mengisi buku bukti telah




pengaduan, saran dan
masukan

3. | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
Pelayanan teknis _
4. | Biaya/ Tarif Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis) !
' 5. | Produk pelayanan Penerbitan KTP-el terdiri atas (KTP-el
pindah datang, KTP-el perubahan data,
KTP-el Perpanjangan bagi Orang Asing,
KTP-el pengganti yang hilang atau rusak
dan KTP-el cetak luar domisili).
6. | Penanganan : 1. Secara elektronik melalui website dinas :

w

. Secara lisan langsung disampaikan
kepada Pejabat yang membidangi atau
disampaikan melalui Nomor HP
082157212802.

. SBegala pengaduan wajib ditindaklanjuti |
~ oleh Kabid dan Kasi yang berwenang. |

www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

| Dasar hukum

. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

. Peraturan Pemerintah MNomor 96 tahun

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

5.

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi|
Kependudukan. '?
Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 |
Tahun 2014 tentang Pembentukan Fmduk%
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Sarana, prasarana/
fasilitas

Gk obe

Ruang tunggu;
Buku register;
Komputer, Printer dan Jaringan;
Antrian Elektronik;

AC/pendingin ruangan;




1

6. Banner;

7. Running text;

8. Jaringan wifi;

9. TV;

10. Pojok bermain;

11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;

12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

| 14. Hotspot Area;
| 15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
. 17. Mushola.

3. | Kompetensi pelaksana |1. Mimimal DIII;

2. Berpenampilan menarik { senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);

3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan; ,

4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;

5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

6. Mampu mengoperasionalkan computer; dan

(7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi  Administrasi Kependudukan
(SIAK).

4. | Pengawasan Internal Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh

atasan langsung hingga Kepala Dinas.

5. | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. | Jaminan pelayanan 1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan

administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

B produk layanan yang tidak memuaskan.

7. | Jaminan keamanan 1. Produk layanan dipastikan menggunakan
dan keselamatan material yang aman scsuai dengan Standar
pelayanan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010

dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelavanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

8. | Evaluasi kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

| pelaksana setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat

internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

5. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

a.
b.
€

Foto CUp}FRTIF— el orang tua;
Foto Copy Kartu Keluarga;
Foto Copy Akta Kelahiran anak;




| Sistemn, mekanisme
dan prosedur

W

Pas Photo anak uk. 2x3 untuk yang berusia
diatas 5 tahun;

. Petugas Front Office menerima,memeriksa/

meneliti dan mengumpulkan kelengkapan
berkas pemohon Kartu Identitas Anak (KIA)
kemudian diserahkan kepada Verifikator |
Kasi)

Verifikator melakukan verifikasi dokumen
kemudian diserahkan kepada Operator;
Petugas Operator melakukan entry data
Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus
melakukan pengarsipan secara elektronik
dan kemudian diproses untuk dicetak.

. Petugas loket menyerahkan Kartu Idenhtﬂs

Anak (KIA) yvang sudah selesai.

Pemohon Kartu Identitas Anak (KIA) mcngml
buku bukti telah menerima Kartu Identitas
Anak (KIA).

Jéngka Waktu
Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada ga.nggllan_
teknis;

Biaya

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk pelayanan .

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KTA)

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

15

Secara elektronik melalui website dinas :
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepadd
Pejabat yang membidangi atau disampaikan |
melalui nomor telepon ( 082157212802) '
Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yang berwenang.

. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar hukum

. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.
Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran

Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang |
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan |
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik




Sarana, prasarana/
fasilitas

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

i b L R o

Ruang tunggu,

Buku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;
Antrian Elektronik;
AC/pendingin ruangan;

TV;

Banner;

Jaringan Wifi;

Running Text;

10. Pojok bermain;

i 11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
| 12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;

' 16. Kotak saran dan pengaduan; dan
| 17. Mushola.

3.

| Kompetensi pelaksana

=

Noo

. Minimal DIII;
. Berpenampilan menarik ( senyum, salam,

sapa, sopan dan santun);
Memiliki pengetahuan tentang perundang |
undangarn;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Mampu mengoperasionalkan computer; dan
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan
(SIAK).

|
| Pengawasan Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.

o.

[ Jumlah pelaksana

4 (empat) orang

Jaminan pelayanan

1

. Sepanjang segala persyaratan teknis dan

administratif terpenuhi, pelayvanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayvanan
prima.

. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

. Produk layanan dipastikan menggunakan

material yang aman sesual dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.
Keselamatan dan  kenyamanan  dalam
pelavanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

Evaluasi kinerja
pelaksana

1

2

Evaluasi dilakukan secara berkala minimal
setiap 6 (enam) bulan sekali melalul survey
kepuasan masyarakat (SKM).

Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal




| o 2l

setiap 1 (satu) bulan sekali.

6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah
A. Yang terkait dengan proses dalam penyampaian yaitu :

| NO. KOMPONEN URAJAN
| 1. | Persyaratan Pelayanan |a. Mengisi formulir permohonan £.1-23, £.1-23,
f.1-29, .1-34, [L1-36 (formulir khusus);
b. Kartu Keluarga asli.
c. Memperlihatkan KTP-e¢l asli Pas photo
i i ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar.
. 2. | Sistem, mekanisme | 1. Petugas Front Office (FQ) menerima,
! dan prosedur meneliti dan mengumpulkan kelengkapan
berkas permohonan  penerbitan surat
keterangan pindah dan diserahkan ke
verifikator;

2. Verifikator (Kasi) melakukan verifikasi
dokumen kemudian menyerahkan kepada
Operator;

3. Operator melakukan entry/ proses
penerbitan  Surat Keterangan  Pindah
sekaligus mengarsipkan secara elektronik;

4, Kepala Dinas melakukan penandatanganan
Surat Keterangan Pindah.

5. Petugas loket menyerahkan Surat |

|  keterangan Pindah kepada Pemohon setelah |
i dibubuhi cap stempel. ) .
3. | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
Pelayanan | teknis
. 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)
5. | Produk pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah
6. | Penanganan 1. Secara elektronik melalui website dinas , |

| pengaduan, saran dan
| masukan

WA atau secara tertulis melalui kotak
pengaduan/  saran  atau  diserahkan

langsung ke Petugas/ Pejabat pengaduan |

masyarakat.
Secara lisan langsung kepada Pejabat yvang
membidangi atau disampaikan melalui
nomor 082157212802 /WA 082157212802.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar hukum

1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

2. Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang
undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI




I

tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357); |

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 |
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan ]
Sipil; !

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 |
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut) tahun 2016 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25.

keselamatan pelayanan

2. | Sarana, prasarana/ 1. Ruang tunggu;
fasilitas 2. Buku register;
3. Komputer, Printer dan Jaringan;
4. AC/pendingin ruangan;
B N 1
6. Antrian Elektronik; ;
7. Banner; |
8. Running Text;
9. Jaringan Wifi;
10. Pojok bermain;
11. Toilet Umum dan penvandang
disabilitas;
12. Ruang laktasi;
' 13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
i 15, Loket khusus disabilitas;
| 16. Kotak saran dan pengaduan; dan
| 17. Mushola.
3. | Kompetensi pelaksana 1. Minimal DIII;
2. Berpenampilan menarik ( senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);
' 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan; .
! 4. Mampu berkomunikasi dengan baik |
i secara lisan maupun secara tertulis;
| o. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer;
7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan |
i STAK ).
4. | Pengawasan Internal Secara langsung dilaksanakan berjenjang
_ | oleh atasan langsung hingga Kepala Dinas
5. | Jumlah pelaksana 5 (lima) orang o
6. | Jaminan pelayanan 1. Sepanjang segala persyaratan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat |
: diberikan  sesuai  standar  kualitas
: pelayanan prima
‘ 2. Pemohon dapat meminia perbaikan atas
iy : produk layanan yang tidak memuaskan.
Jaminan keamanan dan | 1. Produk layanan dipastikan menggunakan

material yang aman sesuai dengan Standar




dan Permendagn Nomor 118 Tahun 2017,
2. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan har (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 f

Evaluasi kinerja
pelaksana

1. Evaluasi  dilakukan secara  berkala
minimal setiap 6 (enam) bulan sekali
melalui  survey kepuasan masyvarakat
(SKM].

2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas WNA
(SKTT).
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

a. Mengisi form SKTT (I-1.26) yang diketahui
RT dan Lurah
. Fc. Paspor, Kitas/Kitap.
. Fc. IMTA, STM dari kepolisian

. Foto ukuran 4 x & berwarna 2 lembar.

Sistem Mekanisme dan
Prosedur

b
c
d. Fc. KTP-el dan KK Penjamin.
e
1

. Petugas Front Office menerima dan meneliti
berkas permohonan SKTT WNA dan
diserahkan kepada Verifikator (Kasi).

2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen
kemudian diserahkan kepada Operator

3. Operator melakukan entry data SKTT WNA
dan mencetaknya kemudian mengarsipkan
secara digital/ elekironik, Hasil cetakan di
serahkan kepada petugas loket;

4. Petugas loket menverahkan kepada Kepala

Dinas untuk di tandatangani;
5. Kepala Dinas menandatangani SKTT.

6. Petugas loket menyerahkan SKTT yang telah

selesal kepada pemohon.

3.

Jangka Waktu
Pelayanan

1 {satu) hari kerja selama tidak ada gangguan

| teknis.

Biaya/ Tarif

| Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

2,

Produk Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan  Tinggal
Terbatas WNA (SKTT).

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

1. Secara elektronik melalui website dinas -

www.dukecapil.tanahlaut.kab.go.1d, WA |

(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan,/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

2. Secara lisan langsung disampaikan kepada
pejabat yang membidangi atau disampakan
melalui Nnomor 082157212802 [ WA
082157212802.

3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yang berwenang.




B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar hukum 1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
2. Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Megara Rl Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357};
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.
2. | Sarana, prasarana/ 1. Ruang tunggu;
fasilitas 2. Buku register;
3. Komputer, Printer dan Jaringan;
4. AC/pendingin ruangan;
5 T
6. Antrian Elektronik;
7. Running Text;
&. DBanner;
9. Jaringan Wifi;
i 10. Pojok bermain;
' 11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
§ 17. Mushola.
3. | Kompetensi pelaksana | 1. Mimimal DI,

| 3.

o

N oo

. Berpenampilan menarik ( senyum, salam,

sapa, sopan dan santun);

Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Manpu mengoperasionalkan computer; dan
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem




Pengawasan Internal

|

Informasi  Administrasi Ke penduduka;n 11
(SIAK) '

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.

o

| Jumlah pelaksana

5 (lima) orang

6.

Jaminan pelayanan

| Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1

Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan.

. Produk layanan dipastikan menggunakan

material vang aman sesual dengan Standar
darn Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.
Keselamatan dan kenyamanan dalam |
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

Evaluasi kinerja
pelaksana

. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey |
kepuasan masyarakat (SKM).

. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat

internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

8. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran bagi Penduduk, WNI
Yang Tinggal Di Luar Wilayah RI dan WNA (Orang Asing).
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan

Foto Copy Buku Nikah / kutipan akta

Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit,

Petugas Front Office _".[F(}] rﬂcnerima,
meneliti dan mengumpulkan kelengkapan
berkas permohonan Akta Kelahiran dan

. Verifikator ( Kasi ) melakukakan verifikasi

dokumen , kemudian menyverahkan kepada

Operator melakukan entry/ proses
pembuatan Akta Kelahiran dan pengarsipan

NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan Pelavanan :5 Aa.
Kelahiran (F2.01);
b.
perkawinan orang tua;
c. Foto Copy KTP-el suami istri;
d. Foto Copy Kartu Keluarga;
e.
Puskesmas, Bidan;
f. Dokumen Perjalanan Orang Tua;
g. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
h. Kartu Izin Tinggal Tetap;
i. Foto Copy KTP Saksi 2 orang;
2. | Sistemn mekanisme dan | 1.
prosedur |
diserahkan ke Verifikator,
2
, Operator
3.
, secara elektronik;
| 4,

Operator menyerahkan dokumen kepada
Pejabat yang berwenang secara by system;




5. Pejabat yang berwenang (Kasi) mengajukan |
. persetujuan untuk Tanda Tangan
Elekironik kepada Kepala Dinas;
| 6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan
’ Elektronik (TTE)
' 7. Petugas loket menyerahkan Akta Kelahiran
kepada Pemohon.

3. | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
| | Pelayanan teknis

4. | Biaya/ Tarif Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

5. | Produk pelayanan | Penerbitan Akta Kelahiran bagi Pendudulk,

WNI Yang Tinggal Di Luar Wilayah RI Dan
WNA (Orang Asing).

6. .Pénanganan | 1. Secara elektronik melalui ‘website dinas
pengaduan, saran dan . www.dukeapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
masukan ! (082157212802), secara tertulis melalui

kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

2. Secara lisan langsung disampaikan kepada
Pejabat vang membidangi atau disampaikan
melalui nomor HP 082157212802;

3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :
NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar hukum 1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

; 2. Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelavanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun

| 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang

! Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

| Publik { Lembaran Negara Rl tahun 2012

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkalt Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.




Ruang tunggu;

Buku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;

TV,

Antrian Elektronik;

Running Text;

Banner;

Jaringan Wifi;

10. Pojok bermain;

11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

14. Hotspot Area;

15. Loket khusus disabilitas;

16. Kotak saran dan pengaduan; dan

17. Mushola.

. Minimal DIII;
. Berpenampilan menarik ( senyum, salam,

sapa, sopan dan santun);

undangan,;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara |

lisan maupun secara tertulis;

. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasionalkan komputer; dan

. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem

Informasi  Administrasi  Kependudukan
(SIAK).

. Memiliki pengetahuan tentang perundang |

Secara L;mgs.ung' dilaksanakan berjenjang oleh

atd.bdl'l langsung hingga Kepala Dinas.

| 5 (lima) orang

administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

2.Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan vang tidak memuaskan.

2. | Sarana, prasarana/ 1.
fasilitas 2.
o
4.
2
6.
¥
.
9.
3. | Kompetensi pelaksana |1
2
3
| 4.
o
6.
i
4. | Pengawasan Internal
2. | Jumlah pelaksana
6. | Jaminan pelayanan
7. | Jaminan keamanan 1
dan keselamatan
pelayanan
2
&. | Evaluasi kinerja 1
pelaksana
|2

1.Sepanjang segala pers;:,r:ara[,an teknis dan

. Produk layanan dipastikan menggunakan

material yang aman sesuai dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

. Keselamatan dan kenyamanan  dalam

pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

.Evaluasi dilakukan secara berkala mlnlmal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey |

kepuasan masyarakat (SKM).

.Evaluasi internal dilakukan melalui rdpat

internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

9. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
A. Yang terkait dengan Proses Penyampaian yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN




Persyaratan Pelayanan

d. KTP-el yang meninggal (asli);

Mengisi  Formulir  Permohonan  Akta
Kematian (F-2.28 dan F-2.29);

Surat Keterangan Kematian dari Rumah
Sakit/ Puskesmas/ Kelurahan/ Desa;
Kartu Keluarga (asli);

Sistem, mekanisme
dan prosedur

6.

Petugas Front Office (FO) menerima, |
meneliti dan mengumpulkan kelengkapan |
berkas permohonan Akte Kematian dan
diserahkan ke Verifikator;

Verifikator ( Kasi ) melakukakan verifikasi
dokumen , kemudian menyerahkan kepada

Operator;

Operator melakukan entry data untuk !
penerbitan Akta Kematian dan
mencetaknya kemudian melakukan

pengarsipan sccara elektronik;
Operator menyerahkan dokumen kepada |
Petugas loket untuk di serahkan kepada
Kepala Dinas;

Kepala Dinas menandatangani Akta
Kematian kemudian diserahkan kepada
petugas loket;

Petugas loket menyverahkan KK kepada
Pemohon Akta Kematian.

| 3. _J“a_ngk'a Waktu

Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada géngguan;
teknis

Biaya/ Tarif

Produk pelayanan

ol il R

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)
Penerbitan Akta Kematian;

I

3

Secara elektronik melalui website dinas
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepada
Pejabat yang membidangi atau disampaikan |
melalui nomor 082157212802;.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

Kabid dan Kasi vang berwenang. ]
B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi
yaitu :
NO. \ KOMPONEN URAIAN

1.

Dasar hukum

i

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.
Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran

Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara |
Republik Indonesia Nomor 5357); _ [




. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Sarana, prasarana/
fasilitas

C®NO LS LN

Ruang tunggu;

Buku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC /pendingin ruangan;

TV;

Antrian Elektronik;

Running Text;

Banner;

Jaringan Wifi;

| 10. Pojok bermain;

. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;

12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;

| 14. Hotspot Area;

15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
17. Mushola.

3|

Kompetensi pelaksana

e Sl

. Minimal DIIT;
. Berpenampilan menarik { senyum, salam, |

sapa, sopan dan santun);

. Memiliki pengetahuan tentang perundang |

undangan;

. Mampu berkomunikasi dengan baik secara

lisan maupun secara tertulis;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Mampu mengoperasionalkan computer; dan
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi  Administrasi  Kependudukan
(STAK).

Pﬁ'ﬁgawasan Internal

atasan langsung hingga Kepala Dinas.

Jumlah pelaksana

2 (litma) orang

Jaminan pelayanan

Jaminan keamanan

dan keselamatan
pelayanan

l

1.

2

1.

Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesual standar kualitas pelayanan
prima.

Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan vang tidak memuaskan.

Produk layanan dipastikan menggunakan
material yvang aman sesuai dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017,




Evaluasi kinerja
pelaksana

2. Keselamatan dan  kenyamanan dalam
. pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar [pungl) untuk
penerbitan dokumen kependudukan.

5€mLa

1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey |
kepuasan masvarakat (SKM).
Evaluasi internal dilakukan melalui rapat |
internal dipimpin Kepala Dinas minimal

setiap 1 (satu) bulan sekali.

10. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian

A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO.
e

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelavanan

o0 o

. Blanko isian permohonan perceraian
. Fc. Putusan Pengadilan Negern

. KTP-el dan KK
. Kutipan akta

mempelal

. Surat kuasa bagi yvang pengurusan melalui
| kuasanya dan lampiran Fe. KTP yang masih
. berlaku

perkawinan  ash kedua

]

Sistern Mekanisme dan |

Prosedur

w

Jangka Waltu
Pelayanan

1. Petugas Front Office menerima, meneliti dan
mengumpulkan berkas permohonan Akte
Perceraian, Kemudian diserahkan kepada
Verifikator ( Kasi);

. Verifikator (Kasi) melakukan verifikasi
dolkumen dan diserahkan kepada Operator;
3. Operator melakukan pengentryan data dan
mencetak penerbitan Kutipan Akta
Perceraian dan melakukan pengarsipan
secara eclektronik hasil cetakan di serahkan

kepada pejabat;

. Kepala Dinas melakukan

pendandatanganan Kutipan Akta Perceraian

dan di serahkan kepada petugas loket;

Petugas loket menverahkan Kutipan Akta

___ Perceraian Kepada Pemohon. ===
1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan

teknis.

5.

Biaya/ Tarif

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

o>

Produk Pelayanan

Penerbitan Akta Perceraian

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

1. Secara elektronik melalui website dinas :
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(0D82157212802), secara tertulis melalu
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepada
Pejabat vang membidangi atau disampaikan
melalui nomor 082157212802,

3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

Kabid dan Kasi vang berwenang.




B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

URAIAN

yaitu :
NO. KOMPONEN
1. | Dasar hukum

. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomeor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. .
Undang undang Nomor 25 tahun 2009 |
tentang Pelayanan Publik ( Lembaran |
MNegara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut] tahun 2016
Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 25.

2. | Sarana, prasarana/ 1. Ruang tunggu;
fasilitas | 2. Buku register;
3. Komputer, Printer dan Jaringan;
‘4. AC/pendingin ruangan;
5 TV;
6. Antrian Elektronik;
7. Banner;
8. Running Text;
9. Jaringan Wifi;
10. Pojok bermain;
11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
17. Mushola. _
3. | Kompetensi pelaksana | 1. Minimal DIII;

. Berpenampilan menarik | senyum, salam,

sapa, sopan dan santun);

. Memiliki pengetahuan tentang perundang

undangan;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Manpu mengoperasionalkan computer; dan
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem




Informasi  Administrasi  Ke P endudukan
(SIAK).

| Pengawasan Internal

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.

Jumlah pelaksana

S (lima) orang

6.

Jaminan pelayanan

l.Sepamang segala persyaratan teknis dan
administratil terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

2.Pemohon dapat meminta perbaikan atas |
produk layanan vang tidak memuaskan.

Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

'1.Produk layanan dipastikan menggunakan |

material yvang aman sesual dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017,

2. Keselamatan dan  kenyamanan  dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

Evaluasi kinerja
pelaksana

i
|

1.Evaluasi dilakukan secara berkala minimal
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey |
kepuasan masyarakat (SKM).

2.Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

11. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayvanan

| f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup

a. Mengisi blanko permohonan pencatatan
perkawinan (F-2.12);

b. Surat pemberkatan dari pemuka Agama;

c. KTP- el kedua orang mempelai;

d. Pas Photo uk 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar |
bersama kedua mempelai.

e. Bagi janda ataun duda karena cerai mati
melampirkan akta kematian pasangannya;

melampirkan akta perceraiannya.

Sistern, Mekanisme
dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima meneliti
berkas pemohon, kemudian di serahkan
kepada verifikator (Kasi);

2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen
dan di serahkan kepada Operator;

3. Operator mengentry/ menginput data dan
mencetak penerbitan Akta Perkawinan dan
mengarsipkan secara eclektronik kemudian
di serahkan kepada petugas loket;

4. Petugas loket menyerahkan kepada Kepala
Dinas untuk di tandatangani; :

5. Kepala Dinas melakukan
pendandatanganan Akta Perkawinan untuk
di serahkan kembali ke petugas loket; :

6. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta




Perkawinan Kepada Pemohon.

| pengaduan, saran dan

masulkan

‘3.

3. | Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
' Pelayanan teknis _

4. | Biaya/ Tarif _ Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

5. | Produk Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan _

6. | Penanganan 1. Secara elektronik melalui website dinas :

www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui |
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan |
langsung ke Petugas/ Pejabat;

. Secara lisan langsung disampaikan kepada

pejabat yang membidangi atau disampaikan
melalui nomor 082157212802;
Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

Kabid dan Kasi yang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Y

. | Dasar hukum

._U'nd'ang— undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

. Undang undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (| Lembaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112); :

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang undang |
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang  Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
sipil; i

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk |
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Sarana, prasarana/
fasilitas

WA RE W=

Ruang tunggu;
Buku register;
Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;
TV:

Antrian Elektronik;
Banner;

Running Text;

Jaringan Wifi;




5 ' 10. Pojok bermain;
' 11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
_ 17. Mushola.
3. | Kompetensi pelaksana | 1. Minimal DIII;
2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
sapa, sopan dan santun); '

‘3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
' undangan;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;
Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Mampu mengoperasionalkan computer; dan
Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi  Administrasi Kependudukan
_(SIAK).

4. | Pengawasan Internal | Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.
Jumlah pelaksana 5 (lima) orang

N

E.ﬂ

Jaminan pelayanan 1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratil terpenuhi, pelayanan dapat |
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan |
prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan.

7. | Jaminan keamanan 1. Produk layanan dipastikan menggunakan

dan keselamatan material yang aman sesuail dengan Standar

pelavanan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

2. Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan lhar (pungli) untuk semua

penerbitan dokumen kependudukan. -

&. | Evaluasi kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

pelaksana setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

2. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
sctiap 1 (satu) bulan sekali.

12. Standar Pelayanan Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO. KOMPONEN URAIAN

Kutipan Akta Kelahiran yvang asli.

Potocopy penetapan putusan pengadilan.
Potocopy [jazah sebagai bahan pembanding.
Potocopy Kartu Keluarga.

Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Potocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan.
Surat laporan dari kepolisian setempat |
(hilang, bencana alam) '
Salinan  putusan  presiden  mengenai

1. Pﬁrsyar_étuf-cé_ﬁ Pelayanan

B R -mopnogp




Sistem Mekanisme dan
Prosedur

. Kasi memerksa dan memvalidasi berkas

. Kepala Dinas melakukan

perubahan status kewarganegaraan
menjadi WNI atau salinan keputusan
menteri yang bidang tugasnya meliputi
urusan kewarganegaraan.

. Petugas Front Office (FO) menerima berkas |

pemohon, memeriksa/ memverifikasi bila
lengkap mencatat data dan bila tidak
lengkap  diserahkan  kembali  kepada
pemohon. =

dari petugas loket kemudian diteruskan
kepada operator untuk diproses.

Operator menginput dan mencetak
penerbitan  perubahan  Kutipan — Akta !
Kelahiran (kutipan ke 2).

pendandatanganan Kutipan Akta Kelahiran |
(kutipan ke 2). !

Jangka Waktu

| Pelayanan

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan :

teknis

Biaya/ Tarif

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

l

Produk Pelayanan

Penerbitan Perubahan Akta Kelahiran |
(Kutipan Akta Kelahiran ke 2)

! Penanganan

pengaduan, saran dan
masukan

4

3.

Secara elektronik melalui website dinas :
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalu
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepada
pejabat yang membidangi atau disampaikan
melalui NOMOr 082157212802 [ WA
082157212802,

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yang berwenang.

B. yvang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

| NO.

KOMPONEN

‘Dasar hukum

. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

URAIAN

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi
kependudukan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (| Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik { Lembaran Negara Rl tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 |




Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk |

Hukum Daerah ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

2. | Sarana, prasarana/
fasilitas

3. 1 Kompetensi pelaksana

1. Ruang tunggu;
2. Buku register;
3. Komputer, Printer dan Jaringan;
4. AC/pendingin ruangan;
5. TV
6. Antrian Elektronik;
7. Banner;
&5, Running Text;
9. Jaringan Wifi;
10. Pojok bermain;
11. Toilet Umum dan penvandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;
13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
17. Mushola.
1. Minimal DIII;
2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;
5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
6. Mampu mengoperasionalkan computer; dan
7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem

Informasi  Administrasi  Kependudukan
(STAK).

4. Pengawasan Internal

[ Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh

atasan langsung hingga Kepala Dinas.

5. | Jumlah pelaksana

5 (lima) orang

6. | Jaminan pelayanan

1. SBepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat |
diberikan sesuai standar kualitas pelayvanan
prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan yang tidak memuaskan.

7. | Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

1. Produk layanan dipastikan menggunakan
material yang aman sesual dengan Standar |
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 |
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017. |

2. Keselamatan dan kenvamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.




Evaluasi kinerja
pelaksana

l

Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey |

kepuasan masyarakat [SKM).
Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

13. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

KOMPONEN

URAIAN

Formulir ."I.:.:é.lapora_n pangakuan anak (F-

Surat pernyataan pengakuan anak dari
ayah biologis wang disetujui oleh ibu
kandung atau penetapan pengadilan
mengenai pengakuan anak jika ibu
kandungnya orang asing;

Surat bukti telah melakukan perkawinan
sah menurut agama;

Kutipan akta kelahiran anak;

Dokumen perjalanan bagi ibu kandung

Kartu keluarga ayah atau ibu;

g. KTP-el ke 2 (dua) orang tua;

. Petugas loket menerima berkas permohon, |

memeriksa/ memverifikasi bila lengkap

mencatat data dan bila tidak lengkap |

diserahkan kembali kepada pemohon.

Kasi memeriksa dan memvalidasi berkas
dari petugas loket kemudian diteruskan
kepada operator untuk diproses.

. Operator menginput dan mencetak

penerbitan Akta Pengakuan Anak.

Kepala Dinas melakukan
pendandatanganan Akta Pengakuan Anak
Petugas loket menyerahkan Alkta Pengalkuan
Anak Kepada Pemohon.

1 {satu] hari kerja selama tidak ada gangguan

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

Penerbltan Akta Pengakuan Anak

Secara elektronik melalui website dinas :

www. dukcapil tanahlaut.kab.go.id, WA |

(082157212802), seccara tertulis melalui |

kotak pengaduan/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

. Secara lisan langsung disampaikan kepada

pejabat yang membidangi atau disampaikan
melalui nomor 082157212802 JWA

NO.
1. | Persyaratan Pelayanan | a.
2.38);
b.
¢
d.
e
orang asing;
L.
2. | Sistem Mckanisme dan | 1
Prosedur
2.
|3
4.
5.
3. | Jangka Waktu
: Pelayanan teknis
4. | Biaya/ Tarif
3. | Produk Pelayanan
6. | Penanganan 1.
pengaduan, saran dan
masukan
2
082157212802
3.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh

~ Kabid dan Kasi yang berwenang.




B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN
Dasar hukum

Sarana, prasarana/
fasilitas

wn

CWNOU P LN

‘1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

. Undang undang Nomor 25 tahun 2009

. Peraturan Pemerintah MNomor 96 tahun

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 |

10.
11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

14. Hotspot Area;

15. Loket khusus disabilitas;

16. Kotak saran dan pengaduan; dan

17. Mushola.

URAIAN

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

tentang Pelavanan Publik ( Lembaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112);

2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang  Persyvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut |
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Ruang tunggu;

Buku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;
AC/pendingin ruangan;

TV,

Antrian Elektronik:

Banner;

Running Text;

Jaringan Wifi;

Pojok bermain;

Kompetensi pelaksana

1.
2.

. Memiliki pengetahuan tentang perundang
. Mampu berkomunikasi dengan baik secara |
. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

. Mampu mengoperasionalkan komputer; dan
. Memaharm penggunaan Aplikasi  Sistem

Minimal DIIT;
Berpenampilan menarik ( senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);

undangan;

lisan maupun secara tertulis;




 Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh

Informasi Administrasi Kependudukan |
(SIAK).

atasan langsung hingga Kepala Dinas.

Jumlah ﬁélaksar_la | 5 (lima) orang

'1.Produk layanan dipastikan menggunakan

1. Scpanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan.

material yang aman sesual dengan Standar
dar Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

2. Keselamatan dan  kenyamanan  dalam |
pelavanan sangat diutamakan bebas dan
pungutan liar (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

4. | Pengawasan Internal
5. |
6. | Jaminan pelayanan
7. | Jaminan keamanan
dan Keselamatan
' pelayanan
8. | Evaluasi kinerja

pelaksana

1.Evaluasi dilakukan secara berkala minimal
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

2.Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sckali.

14. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO.

KOMPONEN *

1

URAIAN
SORSRE RN

Persyaratan Pelayanan

i Bistern Mekanisme dan
Prosedur

e e o o

a. Formulir pelaporan pengangkatan anak (F- |
2.35); 5
. Kutipan akta kelahiran anak; 5
Salinan penetapan pengadilan orang tua
angkat;
. Akta perkawinan/ akta nikah orang tua;
Penetapan pengadilan;
Kartu Keluarga;
KTP-el ke 2 (dua) orang tua;
. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat
orang asing;

oo

—

Petugas loket menerima berkas pemohon,
memeriksa/ memverifikasi bila lengkap
mencatat data dan bila tidak lengkap
diserahkan kembali kepada pemohon. j
2. Kasi memeriksa dan memvalidasi berkas |
dari petugas loket kemudian diteruskan |
kepada operator untuk diproses. ,
3. Operator menginput dan mencetak |
penerbitan Akta Pengangkatan Anak. !
4. Kepala Dinas melakukan
pendandatanganan  Akta  Pengangkatan
Anak
5. Petugas loket menyerahkan Akta
Pengangkatan Anak Kepada Pemohon.

| Jangka Waktu

|

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan




. | Pelayanan

| teknis

| Biaya/ Tarif

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

.m.cn%‘

| Produk Pelayanan

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

1.

.: 3-

Secara elektronik melalui website dinas :
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA |
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan |
langsung ke Petugas/ Pejabat; f
Secara lisan langsung disampaikan kepada
Pejabat vang membidangi atau disampaikan
melalui nomor ( 082157212802);

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi yvang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar hukum

| Sarana, prasarana/
fasilitas

Sh S SR SRR e

1

. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor |
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

. Undang undang Nomor 25 tahun 2009 |

tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);

. Peraturan Pemerintah MNomor 96 tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkalt Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

Fuang tunggu;

Buku register;

Komputer, Printer dan Jaringan;

AC/pendingin ruangan;

TV;

Antrian Elektronik;

Banner;

Running Text;

Jaringan Wifi

0. Pojok bermain;

11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi;




3. | Kompetensi pelaksana

4. | Pengawasan Internal

13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
- 15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
17. Mushola.
1. Minimal DIII;
2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);
| 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan;
4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara
lisan maupun secara tertulis;
5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer; dan |
7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh
atasan langsung hingga Kepala Dinas.

Jumlah p_ela_ksanz{

| 5 (lima) orang

oo

Jaminan pelayanan

7. | Jaminan keamanan
dan keselamatan
pelayanan

| 1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan

administratil terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

Pemohon dapat meminta perbaikan atas
produk layanan yang tidak memuaskan.

. Produk layanan dipastikan menggunakan

material yang aman sesuai dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.
Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan  liar  (pungli) untuk semua
penerbitan dokumen kependudukan.

&. | Evaluasi kinerja -
pelaksana

L

. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.

15. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

NO. | KOMPONEN

URAIAN

1. | Persyaratan Pﬂi&}’ﬂﬂéﬁh '

2. | Sistem Mekanisme dan
| Prosedur

a. Formulir pelaporan pengesahan anak (F-
2.40);

b. Kutipan akta perkawinan yang
menerangkan terjadinya peristiwa
perkawinan agama atau kepercayaan
terhadap tuhan yang maha esa terjadi
sebelum kelahiran analk;

c. Kutipan akia kelahiran anak;

d. Kartu keluarga orang tua;

c. KTP-el ke 2 (dua) tua; __

1. Petugas Front Office (FO) menerima berkas

_pemohon, memeriksa kelengkapan kemudia




5.

6.

di serahkan kepada Verifikator (Kasi);

. Verifikator (Kasi) memverifikasi dokumen |

kemudian di serahkan kepada Operator
untuk diproses;

. Operator melakukan entry data dan

mencetak penerbitan Akta Pengesahan Anak
kemudian di lakukan pegarsipan secara
elektronik;

. Operator menyerahkan kepada Kepala

Dinas untuk di tandatangani;
Kepala Dinas melakukan
pendandatanganan Akta Pengesahan Anak; |
Petugas loket menyerahkan Akta
Pengesahan Anak Kepada Pemohon;

1 (satu) hari kerja selama tidak ada gangguan
teknis

Rp. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

3. | Jangka Waktu

| Pelayanan

4. | Biaya/ Tarif

5. | Produk Pelayanan
6. Pﬁnangaﬁm -

pengaduan, saran dan
masukan

| 1.

Secara elektronik melalui website dinas
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan,/ saran atau diserahkan
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepada
pejabat yvang membidangi atau disampaikan
melalui nomaor 082157212802 WA
082157212802.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi vang berwenang.

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

yaitu :
| NO. KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar hukum 1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

. Undang undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (| Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun |
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang |
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut




Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran |
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25.

2. | Sarana, prasarana/
fasilitas

3. | Kompetensi pelaksana

1. Ruang tunggu;

2. Buku register;

3.  Komputer, Printer dan Jaringan;

4. AC/pendingin ruangan;

5 TV,

6. Antnan Elektronik;

7. Banner;

&. Jaringan Wifi;

9. Running text;

10. Pojok bermain;
| 11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;

12. Ruang laktasi;

13. Kursi roda;

14. Hotspot Area;

15. Loket khusus disabilitas;

16. Kotak saran dan pengaduan; dan

17. Mushola.

1. Minimal DIII;

2. Berpenampilan menarik | senyum, salam,
| sapa, sopan dan santunj;
' 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
| undangan;

4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara

lisan maupun secara tertulis;

5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

6. Mampu mengoperasionalkan computer; dan
7. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK).

4. | Pengawasan Internal

5. | Jumlah pelaksana

Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh

atasan langsung hingga Kepala Dinas.

5 (lima) orang

6. | Jaminan pelayanan

7. | Jaminan keamanan
' dan keselamatan
pelayanan

| 1.

Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat |
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
prima.

. Pemohon dapat meminta perbaikan atas

produk layanan vang tidak memuaskan.

. Produk layanan dipastikan menggunakan

material yang aman sesuai dengan Standar
dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010
dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

Keselamatan dan kenyamanan dalam
pelayanan sangat diutamakan bebas dari |
pungutan liar (pungli) untuk semua |
penerbitan dokumen kependudukan.

8. | Evaluasi kinerja
pelaksana

. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal

setiap 6 (enam) bulan sekali melalui survey
kepuasan masyarakat (SKM).

Evaluasi internal dilakukan melalui rapat
internal dipimpin Kepala Dinas minimal
setiap 1 (satu) bulan sekali.




16. Standar Pelayanan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga

dan KTP-el
A. Yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yaitu :

URAIAN

. Asli KTP, Kartu Keluarga dan Akta

‘ NO. KOMPONEN
1. | Persyaratétﬁ Pcla}fﬁnan a. Fc. KTP pemohon
| b. Fe. Kartu Keluarga
c. Fe. Akta Pencatatan Sipil
d
Pencatatan Sipil.
2. | Sisten Mekanisme dan | 1.
Prosedur
2.
dari petugas loket.
3.
|  pemohon.
3. | Jangka Waktu | 60 (enam puluh) menit
Pelayanan B
4. | Biaya/ Tarif | Rp
5. | Produk Pelayanan
_ ! B Keluarga dan KTP-el
6. | Penanganan 1.

Petugas loket menerima berkas pemohon,
legalisasi Akta, Kartu Keluarga dan KTP-el
Kasi memeriksa dan memvalidasi berkas

Petugas loket menyerahkan legalisasi Akta,
Kartu  Keluarga dan KTP-el kepada |

. 0,-/ Tidak dikenakan biaya (gratis)

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, Kartu

pengaduan, saran dan
masukan

Secara elektronik melalui website dinas :
www.dukcapil.tanahlaut.kab.go.id, WA
(082157212802), secara tertulis melalui
kotak pengaduan/ saran atau diserahkan |
langsung ke Petugas/ Pejabat;

Secara lisan langsung disampaikan kepada
pejabat vang membidangi atau disampaikan
melalui nomor 082157212802 /WA
082157212802.

Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh
Kabid dan Kasi vang berwenang. ]

B. yang terkait dengan proses dalam pengelolaan pelayanan meliputi

URAIAN

yaitu :
NO. KOMPONEN
1. | Dasar hukum 1

. Undang- un&éﬁg Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan Undang- undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (| Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Pemerintah  Nomor 96 tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang undang
Nomor 25 tahun 2009 ilentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil;




on

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah | Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan |
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut) tahun 2016 |
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
_ Tanah Laut Nomor 25.

2. | Barana, prasarana/ 1. Ruang tunggu;

fasilitas 2. Buku register;
3. Komputer, Printer dan Jaringan;
14, AC/pendingin ruangarn;
I5. TV
6. Antrnan Elektronik;
7. Banner;
8. Jaringan Wifi;
9. Running text;
10. Pojok bermain;
11. Toilet Umum dan penyandang disabilitas;
12. Ruang laktasi,
13. Kursi roda;
14. Hotspot Area;
15. Loket khusus disabilitas;
16. Kotak saran dan pengaduan; dan
_ 17. Mushola.
3. | Kompetensi pelaksana | 1. Minimal DIII;
2. Berpenampilan menarik ( senyum, salam,
sapa, sopan dan santun);
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang
undangan;
| 4. Mampu berkomunikasi dengan baik secara |
lisan maupun secara tertulis; '
5. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
6. Mampu mengoperasionalkan komputer; dan
7.Memahami penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan
| (SIAK). B
4. | Pengawasan Internal Secara langsung dilaksanakan berjenjang oleh |
' | atasan langsung hingga Kepala Dinas.
2. | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang ]
6. | Jaminan pelayanan 1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan
administratif terpenuhi, pelayanan dapat
diberikan sesuai standar kualitas pelayanan
PTIImA.
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas
B ) produk layanan yang tidak memuaskan.

7. | Jaminan keamanan 1. Produk layanan dipastikan menggunakan
dan keselamatan material yang aman sesuai dengan Standar
pelayvanan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan

Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.
2. Keselamatan dan  kenyamanan  dalam
\ pelayanan sangat diutamakan bebas dari
pungutan liar (pungli) untuk semua
_ penerbitan dokumen kependudukan.
~ 8. | Evaluasi kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal |




pelaksana

setiap 6 (enam) bulan sékzalfnelaiulsurvey
kepuasan masyarakat (SKM].

. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat

internal dipimpin Kepala Dinas minimal






